SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA WIRONANGGAN KECAMATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

GATAK
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan
menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa
maka perlu adanya Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD) untuk itu perlu dilakukan musyawarah di desa;

bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah menyepakati
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembearan Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
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. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 139);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2015 Nomor 440) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2019 Nomor 37);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuanga Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19)
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2019 Nomor 46);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 89);
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Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyewaan Tanah Kas Desa  (Berita  Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 260) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 262);

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wironanggan
Tahun 2017 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2017 Nomor 4);
Peraturan Desa Wironanggan Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa
Wironanggan Tahun 2024 Nomor 4 );

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 5 );

MEMUTUSKAN :

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA WIRONANGGAN,
ttd.

DWI SURATMANTO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Camat Gatak di Gatak;

1.
2.

3.
4.

Arsip.



